GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 11 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengeluaran anggaran
atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya perlu ditetapkan standar
pengelolaan belanja tidak terduga;

b. peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga sudah tidak
sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedomaan
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini




4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1:
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini




12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

14. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pedomaan Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 11) diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diuabah, sehingga

berbunyi sebagai berikut :
Pasal 13

(1) PPKD selaku BUD meneliti kelengkapan administrasi
pencairan belanja tidak terduga.

(2) Penggunaan dan Peruntukan belanja tidak terduga serta
besarannya melalui persetujuan gubernur.

(3) Pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme TU atau LS oleh
bendahara pengeluaran SKPD kepada pihak ketiga yang
berhak menerima dana tersebut berdasarkan ketentuan yang
berlaku.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 14
(1) SKPD teknis bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas
penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan
keperluan mendesak wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti-bukti

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini




pengeluaran yang sah dan lengkap, rekap Surat Permochonan
Pembiayaan dan Surat Perintah Pencairan Uang serta Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak belanja tidak terduga
kepada PPKD dan Gubernur.

(2) Penggunaan belanja tak terduga untuk keadaan darurat dan
keadaan mendesak dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh
Bendahara Pengeluaran pada SKPD teknis.

(3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk rekapitulasi laporan
penggunaan belanja tidak terduga paling lama 30 (Tiga puluh)
hari kerja sejak telah selesai masa tanggap darurat, tidak
termasuk untuk pemulihan sarana dan prasarana.

(4) Format rekapitulasi laporan penggunaan belanja tidak terduga
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Maret 2022

%GUBERNUR /G(?}QO’NTALO,{

S Ditandatangani secara elektronik oleh :
51 Gubernur

j’i Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH PRO}/INSI GORONTALO,

A)
DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 12

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1:
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini




